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A. Keterampilan
1. Pengertian Keterampilan

Wahyudi (2002: 33) mengemukakan bahwa “Keterampilan kerja yaitu
kecakapan atau kemahiran untuk melakukan yang hanya diperoleh dari praktek,
baik yang melalui latihan praktek maupun melalui pengalaman”. Menurutnya,
keterampilan kerja ini dapat dikelompokan menjadi tiga kategori. Adapun
keterampilan kerja yang berdasarkan pendapat Wahyudi terdiri dari keterampilan
mental, keterampilan fisik dan keterampilan sosial.

Menurut Moeheriono (2010:116) Keterampilan kerja didefinisikan sebagai
kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan juklak/juknis atau instruksi dari
atasan. Keterampilan dan kemampuan yang tinggi dipandang dapat mendukung
peningkatan kinerja karyawan dan memberikan kontribusi dalam menentukan
masa depan perusahaan (Robbins & Judge, 2008: 256).

Dunnett's (Arcynthia, 2013:17) bahwa “Skill adalah kapasitas yang
dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari
hasil pelatihan dan pengalaman”. Keahlian seseorang tercermin dengan seberapa
baik seeorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik, seperti
mengoperasikan suatu peralatan (fasilitas ruangan), berkomunikasi efektif atau
mengimplementasikan suatu strategi bisnis.

Famella et al. (2015:117) keterampilan berarti mengembangkan
pengetahuan yang didapatkan melalui training dan pengalaman dengan
melaksanakan beberapa tugas keterampilan tidak hanya dimiliki setiap orang dan

dapat membantu menghasilkan suatu yang bernilai dengan lebih cepat.



2. Dasar-dasar Keterampilan
Robert L Katz yang dikutip Silalahi (2002:56) mengidentifikasikan tipe-tipe

dasar keterampilan sebagai berikut:

a. Keterampilan Teknik (technical skills)
Keterampilan teknik merupakan kompetensi spesifik untuk
melaksanakan tugas atau kemampuan menggunakan teknik-teknik,
alat- alat, prosedur-prosedur dan pengetahuan tentang lapangan
yang dispesialisasi secara benar dan tepat dalam pelaksanaan
tugasnya.

b. Keterampilan Administratif
Keterampilan administartif merupakan kemampuan untuk
mengurus, mengatur, dan mencatat informasi tentang pelaksanaan
dan hasil yang dicapai serta berbagai hambatan-hambatan yang
dialami maupun kemampuan mengikuti kebijakan dan prosedur.

c. Keterampilan Hubungan Manusia
Keterampilan hubungan manusia adalah kemampuan untuk
memahami dan memotivasi orang lain, sebagai individu atau dalam
kelompok. kemampuan ini berhubungan dengan kemampuan
menseleksi pegawai, menciptakan dan membina hubungan yang
baik, memahami orang lain, memberi motivasi dan bimbingan, dan
mempengaruhi para pekerja, baik secara individual atau kelompok.

d. Keterampilan Konseptual
Keterampilan konseptual adalah kemampuan mengoordinasi dan
mengintegrasi semua kepentingan kepentingan dan aktivitas —
aktivitas organisasi atau kemampuan mental mendapatkan,
menganalisa dan menginterpretasi informasi yang diterima dari
berbagai sumber. Mencakup kemampuan melihat organisasi
sebagai suatu keseluruhan, memahami bagaimana hubungan antar
unit atau bagian secara keseluruhan, memahami bagaimana bagian
— bagian bergantung pada bagian lain, dan mengantisipasi
bagaimana suatu perubahan dalam setiap bagian akan
memengaruhi keseluruhan. Kemampuan melihat gambaran
keorganisasian secara keseluruhan dengan pengintegrasian dan
pengoordinasian sejumlah besar aktivitas - aktivitas merupakan
keterampilan konseptual.

e. Keterampilan Diagnostik
Keterampilan diagnostik berhubungan dengan kemampuan untuk
menentukan melalui analisa dan pengujian hakekat dan
circumtances dari suatu kondisi-kondisi khusus. Singkatnya
keterampilan diagnostik dapat dimaknakan sebagai kemampuan
secara cepat mendapatkan sebab yang benar dari suatu situasi
tertentu melalui satu data yang simpangsiur, observasi dan fakta-
fakta.



3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keterampilan

Notoadmodijo (2007:143) mengatakan keterampilan merupakan aplikasi dari
pengetahuan sehingga tingkat keterampilan seseorang berkaitan dengan tingkat
pengetahuan, dan pengetahuan dipengaruhi oleh :

a. Tingkat Pendidikan
Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin baik pengetahuan
yang dimiliki. Sehingga, seseorang tersebut akan lebih mudah
dalam menerima dan menyerap hal-hal baru. Selain itu, juga dapat
membantu mereka dalam menyelesaikan hal-hal baru tersebut.

b. Umur
Ketika umur seseorang bertambah maka akan terjadi perubahan
pada fisik dan psikologi seseorang. Semakin cukup umur
seseorang, akan semakin matang dan dewasa dalam berfikir dan
bekerja.

c. Pengalaman
Pengalaman dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjadi lebih baik
dari sebelumnya dan sebagai sumber pengetahuan untuk
memperoleh suatu kebenaran. Pengalaman yang pernah didapat
oleh seseorang akan mempengaruhi kematangan seseorang dalam
berpikir dalam melakukan suatu hal.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterampilan secara
langsung menurut Widyatun (2005:96) yaitu:

1) Motivasi
Merupakan sesuatu yang membangkitkan keinginan dalam diri
seseorang untuk melakukan berbagai tindakan. Motivasi inilah yang
mendorong seseorang bisa melakukan tindakan sesuai dengan
prosedur yang sudah diajarkan.

2) Keahlian
Keahlian yang dimiliki seseorang akan membuat terampil dalam
melakukan melakukan keterampilan tertentu. Keahlian akan
membuat seseorang mampu melakukan sesuatu sesuai dengan
yang sudah diajarkan.

4. Indikator Keterampilan
Menurut Mulyadi (2011:66) Keterampilan kerja karyawan dalam konteks ini
dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut :
a. Menentukan cara menyelesaikan tugas/pekerjaan.
b. Menentukan prosedur terbaik dalam melaksanakan

tugas/pekerjaan.
c. Menyelesaikan tugas dengan baik.



d. Menentukan ukuran/volume tugas terbaik yang dapat diselesaikan.

e. Menentukan ukuran kualitas pekerjaan terbaik yang dapat
diselesaikan.

f. Memprediksi hasil pelaksanaan tugas/pekerjaan.

Dimensi dan indikator keterampilan menurut Wahyudi (2002:54) yang dibagi
kedalam dimensi dan indikator sebagai berikut:

a. Dimensi Kecakapan, terdiri dari: indikator kecakapan, kemampuan,
ketelitian, dan pengalaman dalam menyelesaikan pekerjaan.

b. Dimensi Kepribadian, terdiri dari: indikator kemampuan dalam
mengendalikan diri, kepercayaan diri dalam menyelesaikan
pekerjaan, dan komitmen terhadap pekerjaan.

B. Keterampilan Digital
1. Definisi Keterampilan Digital

Definisi tentang keterampilan digital masih dianggap belum final. Dalam
artian masih terus akan ada pengembanganan kedepannya. Meskipun di setiap
negara memiliki definisi keterampilan digital yang berbeda-beda karena
menyangkut sistem kebijakan dan kemajuan teknologinya, akan tetapi pada
dasarnya memiliki konsep dasar yang sama yaitu kemampuan dalam
menggunakan dan memahami pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

Gilster (2014:30) mengemukakan bahwa “Keterampilan digital adalah
kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam banyak format
dari berbagai sumber yang disajikan melalui komputer.” Menurut Vuorikari dkk
(2016:39) “Keterampilan digital telah digunakan untuk berbagai tujuan, terutama
dalam konteks ketenagakerjaan, pendidikan dan pelatihan.” Sedangkan Perifanou
dan Economides (Perifanou & Economides, 2019:4) mengatakan bahwa
“Keterampilan digital merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap seseorang

untuk mengakses, menggunakan, membuat dan berbagi sumber daya digital

secara efisien, serta berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain
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menggunakan teknologi digital untuk mencapai tujuan tertentu. Sumber daya
digital tersebut meliputi konten, perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan.”
Beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam
keterampilan digital bukan hanya sekedar kemampuan mencari, menggunakan
dan menyebarkan informasi akan tetapi, diperlukan kemampuan dalam membuat
informasi dan evaluasi kritis, ketepatan aplikasi yang digunakan dan pemahaman
mendalam dari isi informasi yang terkandung dalam konten digital tersebut.
2. Faktor-Faktor Keterampilan Digital
Di era digital saat ini, keterampilan digital adalah prasyarat utama agar dapat
bersaing di masa depan. Terdapat empat faktor yang diduga dapat mempengaruhi
keterampilan digital ASN sebagai berikut Rismayadi (2016:5):

a. Motivasi
Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong
keinginan individu untuk melakukan kegiatan - kegiatan tertentu
guna mencapai tujuan. Motivasi dalam diri ASN sangat diperlukan
untuk dapat meningkatkan keterampilan digital ASN itu sendiri.

b. Usia
Tingkat produktivitas seseorang bergantung pada usianya. ASN
yang berusia 50 tahun keatas biasanya bersikap apatis terhadap
adanya teknologi baru, sehingga lebih sulit dalam pengembangan
keterampilan digital.

c. Tingkat Pendidikan
Bekal tingkat pendidikan yang cukup dan memadai diharapkan
dapat meningkatkan produktivitas kerja ASN terutama dalam
keterampilan digital. Rendahnya kualitas SDM dari segi
pengetahuan dan keterampilan diduga disebabkan oleh rendahnya
kualitas pendidikan dan pelatihan yang mereka peroleh.

d. Pengalaman Kerja
Dengan adanya pengalaman kerja maka telah terjadi proses
penambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan pada diri seorang
ASN, sehingga dapat menunjang dalam mengembangkan diri
terhadap perubahan yang ada. Pengalaman keterampilan digital
yang diperoleh dapat membuat seorang ASN akan lebih cakap dan
terampil, serta mampu melaksanakan tugas pekerjaannya.
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3. Aspek Penting Keterampilan Digital

Aspek penting keterampilan digital menyangkut kemampuan apa saja

yang harus dikuasai dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Wheeler (2012:16) mengidentifikasi sembilan aspek penting dalam dunia

keterampilan digital sebagai berikut:

a.

Social Networking

Kehadiran situs jejaring sosial adalah salah satu contoh yang ada
dalam social networking. Memanfaatkan layanan situs jejaring
sosial berdasarkan fungsinya tentu akan lebih baik. Sebagai contoh
mereka yang bergelut dalam dunia akademik bisa memanfaatkan
LinkedIn yang bisa mendukung hubungan antar peneliti di dunia.
Untuk itu diperlukan keterampilan digital untuk menguasai fitur-fitur
yang ditawarkan oleh setiap situs jejaring sosial.

Transliteracy

Transliteracy diartikan sebagai kemampuan memanfaatkan segala
platform yang berbeda khususnya untuk membuat konten,
mengumpulkan, membagikan hingga mengkomunikasikan melalui
berbagai media sosial, grup diskusi, smartphone dan berbagai
layanan online yang tersedia.

Maintaining Privacy

Menjaga privasi dalam dunia online merupakan hal penting dalam
keterampilan digital. Memahami dari segala jenis cybercrime seperti
pencurian online melalui kartu kredit (carding), mengenal ciri-ciri
situs palsu (phising), penipuan via email dan lain sebagainya.

. Managing Digital identity

Managing Digital Identity berkaitan dengan bagaimana cara
menggunakan identitas yang tepat di berbagai jaringan sosial dan
platform lainnya.

. Creating Content

Creating Content berkaitan dengan keterampilan membuat konten
di berbagai aplikasi online dan platform misalnya menggunakan
PowToon, Prezi, Blog, Forum dan Wikis.

Organising and Sharing Content

Organising and Sharing Content adalah mengatur dan berbagai
konten informasi agar lebih mudah tersebarkan. Misalnya pada
pemanfaatan situs social bookmarking memudahkan penyebaran
informasi yang dapat diakses oleh banyak pengguna di internet.

. Reusing Content

Kemampuan membuat konten dari berbagai jenis informasi yang
tersedia hingga menghasilkan konten baru dan dapat dipergunakan
kembali untuk berbagai kebutuhan.

Filtering and Selecting Content

Kemampuan mencari, menyaring dan memilih informasi dengan
tepat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

Self Broadcasting
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Self Broadcasting bertujuan untuk memberikan ide-ide menarik atau
gagasan pribadi dan konten multimedia misalnya melalui Blog,
Forum atau Wikis.

C. Pengembangan Keterampilan Digital di Institusi Pemerintahan

Keberadaaan suatu pemerintahan pada prinsipnya adalah untuk
menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan guna mewujudkan tujuan
berbangsa dan bernegara. Tujuan dibentuknya pemerintah Negara Republik
Indonesia disebutkan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
(UUD) 1945 pada alinea keempat, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tugas
ASN yang sebelumnya disebut dengan Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam
UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian vyaitu
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna
serta berhasil guna. Perkembangan selanjutnya, tugas ASN mengalami
perubahan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 yaitu
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan
merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.
Perubahan tugas ASN tersebut mempertegas pentingnya aspek pelayanan publik
yang menjadi pilar dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan
pembangunan.

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah memberikan ruang bagi abdi
negara untuk mengembangkan kompetensi mereka yang menyatakan bahwa
setiap ASN berhak mendapatkan pengembangan diri minimal 20 JP (jam
pelajaran) dalam setahun. UU tersebut juga mewajibkan instansi pemerintah untuk

menyusun dokumen perencanaan pengembangan kompetensi ASN setiap
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tahunnya. Kemudian, Pemerintah mengeluarkan sebuah produk hukum yang
berhubungan dengan Manajemen ASN vyaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11
tahun 2017. Produk hukum ini adalah penjabaran dari pasal-pasal yang ada pada
UU Nomor 5 Tahun 2014. Pengembangan kompetensi ini dijelaskan pada Pasal
203 yang merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN
dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.

Sangatlah wajar apabila pemerintah memberikan perhatian yang memadai
terhadap pengembangan kompetensi kerja ASN baik dari segi kualitas dan
kuantitas yakni pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap sehingga dapat
melaksanakan tugas dan jabatan secara profesional. Dalam rangka pembenahan
ini tidak saja membutuhkan teknologi yang akomodatif terhadap kemajuan zaman,
akan tetapi masih harus dilengkapi dengan SDM yang handal. Teknologi
canggih tidak akan banyak berarti jika tanpa diimbangi dengan ASN yang mampu
mengoperasikan secara baik. Oleh karena itu, birokrasi memerlukan SDM yang
berkualitas untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2018 bahwa lembaga
pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian,
pendidikan dan pelatihan ASN adalah Lembaga Administrasi Negara. LAN telah
mengeluarkan pedoman pengembangan kompetensi ASN bagi instansi
pemerintah. Hal ini diatur melalui Peraturan LAN Nomor 10 tahun 2018 tentang
Pengembangan Kompetensi ASN. Diterbitkannya pedoman ini menjadi momen
penting bagi pengembangan kompetensi ASN di Indonesia. Dengan begitu,
pengembangan kompetensi ASN diharapkan menjadi sesuatu yang diperhatikan
serius oleh instansi pemerintah serta dalam pelaksanaannya bisa dilakukan lebih

terencana dan tersistematis. Layaknya sebuah sistem manajemen,
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pengembangan kompetensi ASN harus melalui tahapan perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi. Namun, dalam pelaksanaannya, tentu proses tersebut
membutuhkan kolaborasi dan keseriusan banyak pihak.

Untuk menjawab tuntutan masyarakat dalam terciptanya pemerintahan yang
efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya di era globalisasi, maka muncul
layanan e-government. E-Government adalah penggunaan teknologi informasi
dan telekomunikasi untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang efisien
dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan
kepada masyarakat Imania & Haryani (2018:177). Berdasarkan kebijakan,
pemerintah telah mengatur e-government di Indonesia dalam Perpres Nomor 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada
Pasal 2 menjelaskan tujuh prinsip pelaksanaan SPBE dalam lingkup pemerintah
Indonesia dan daerah antara lain :

1) Efektivitas, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya
yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan
kebutuhan.

2) Keterpaduan, merupakan pengintegrasian sumber daya yang
mendukung SPBE.

3) Kesinambungan, merupakan keberlanjutan SPBE secara
terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan
perkembangannya.

4) Efisiensi, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang
mendukung SPBE yang tepat guna.

5) Akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi dan
pertanggungjawaban dari SPBE.

6) Interoperabilitas, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar
proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran
data, informasi, atau layanan SPBE.

7) Keamanan, merupakan kerahasiaan dan keaslian sumber daya
yang mendukung SPBE.

Meskipun Perpres Nomor 95 tahun 2018 telah menjabarkan poin-poin

inisiatif peningkatan kapasitas SDM SPBE, namun secara umum, Indonesia belum

memiliki model atau standar tingkat kompetensi digital yang harus dimiliki oleh
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ASN. Terlebih lagi, Jabatan Fungsional ASN yang terkait dengan teknologi
informasi dan komunikasi hanya sebatas Jabatan Fungsional Statistisi dan
Jabatan Fungsional Pranata Komputer Fauzia et al (2021:42).

Di sisi lain, diterbitkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2018 menandai
perwujudan reformasi birokrasi. Sebab SPBE merupakan salah satu upaya
pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisasi kemungkinan terjadinya
praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut
(Dhahir, 2019, hal. 74) “Badan Diklat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab
untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi ASN di dalam wilayah
kerjanya menyatakan bahwa minimnya pelatihan teknologi informasi dan
komunikasi bagi ASN diakibatkan oleh terbatasnya dana yang dialokasikan untuk
semua jenis pelatihan, fokus pembangunan yang masih menekankan pada
infrastruktur fisik, dan minimnya narasumber serta fasilitas pelatihan teknologi
informasi dan komunikasi yang dimiliki oleh pemda. Oleh karena itu, uluran tangan
Pemerintah Pusat Republik Indonesia sangat diharapkan untuk membantu
menyelesaikan permasalahan ini.

Tahun 2019 pemerintah Indonesia cukup gencar mengintroduksi dan
mengkampanyekan Smart ASN sebagai konsepsi dan nilai baru yang perlu
diinternalisasi bagi SDM di lingkungan birokrasi Indonesia. Smart ASN ditargetkan
bisa tercapai pada tahun 2024. Tercapainya Smart ASN 2024 juga sejalan dengan
terbentuknya nilai ASN 2024, yakni; 1) beretika, 2) berpikir strategis, 3)
berkolaborasi, 4) berkeputusan tegas, 5) berinovasi, dan 6) bekerja tuntas
(Subagja, 2017). Untuk merealisasikan Smart ASN, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menyusun grand

design pembangunan ASN 2020 - 2024 untuk mewujudkan tata kelola
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pemerintahan yang profesional, berdasarkan hukum, serta kompeten dalam
menghadapi revolusi industri 4.0. KemenPAN-RB telah memiliki strategi 6P, yakni;
1) perencanaan, 2) perekrutan dan seleksi, 3) pengembangan kapasitas, 4)
penilaian kinerja dan penghargaan, 5) promosi, rotasi dan karir, dan 6)
peningkatan kesejahteraan. Strategi tersebut saling terjalin satu sama lain dan
memiliki urgensi yang sama.

Era digital saat ini menuntut kapasitas dalam pemanfaatan peluang
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan inovasi-inovasi baru
dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Smart ASN yang memiliki
kemampuan menguasai teknologi akan mendorong sistem pemerintahan
Indonesia ke birokrasi sejalan dengan semangat revolusi industri 4.0. Semua jenis
pelayanan publik dapat diselenggarakan berbasis digital dan terintegrasi
sedemikian rupa sehingga pelayanan publik menjadi lebih optimal. (Faedlulloh, et

al, 2020: 320).



D. Kerangka Penelitian

17

Berdasarkan paparan diatas maka disusun kerangka berpikir penelitian

sebagai berikut:
Gambar 1
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